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. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, pukul 11.21 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya
disebut UU 15/2006 Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya
disebut UU 15/2004) dalam Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019. Dalam Sidang
Pengucapan Putusan Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019, perwakilan DPR RI
dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU BPK dan UU Keuangan Negara diajukan oleh
Dr. Ibnu Sina Chandranegara S.H.M.H, Auliya Khasanofa S.H.,M.H dan Kexia
Goutama, dalam hal ini diwakili oleh Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H, dKkk,
Advokat pada Y&V Law Office untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

. PASAL/AYAT UU 15/2006 DAN UU 15/2004 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 6 ayat (3) UU
15/2006 dan Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 yang berketentuan sebagai berikut:



Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006:
“Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,

dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu”

Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004:
“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu”

. BATU U]JI

Bahwa pada Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 dan Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004
dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1),
dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 dan Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004
dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan
hukum sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 4 ayat
(1) UU 15/2004 dan Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006, para Pemohon
mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam
bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon membuka argumentasi dalam dalil permohonannya
dengan terlebih dahulu menguraikan secara ringkas mengenai
kewenangan BPK yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga
atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara beserta dasar hukum
kewenangannya;

2. Bahwa selanjutnya para Pemohon menguraikan mengenai kewenangan
BPK dalam hal melakukan PDTT sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3)
UU 15/2006 dan Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 yang menurut para Pemohon
memiliki tendensi politik dan dapat dijadikan sebagai instrumen yang
berpotensi disalahgunakan karena tidak adanya kejelasan terkait tentang
pelaksanaan PDTT sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum
yang adil dan dapat berpotensi disalahgunakan oleh “oknum” BPK dalam
melaksanakan tugasnya.
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3. Bahwa menurut para Pemohon kewenangan PDTT yang dimiliki oleh BPK
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 dan
Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 merupakan kewenangan pemeriksaan di luar
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan Kkinerja sebagaimana dinyatakan
dalam huruf B angka 3 pada bagian Penjelasan UU 15/2004 bertentangan
dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 karena merupakan bentuk
penambahan kewenangan yang telah diatur secara limitatif dalam
ketentuan norma Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ketentuan
mengenai PDTT juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
karena tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana menjadi prinsip
utama dalam negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) karena tidak
memiliki kejelasan makna PDTT maupun ketentuan yang menjadi batasan
dapat dilakukannya PDTT terhadap institusi/lembaga atas pengelolaan
dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

4. Bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, para Pemohon memohon
kepada Mahkamah agar frasa “dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu”
dalam Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 dan dalam Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004
dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat.

[3.9] ..

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama argumentasi yang
dikemukakan dalam permohonan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti
yang diajukan, masalah konstitusional yang harus dipertimbangkan Mahkamah
adalah apakah benar PDTT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) UU
15/2006 dan dalam Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 tidak memberikan kepastian
hukum yang adil, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, terutama apabila
dilekatkan dalam konteks memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh persoalan
dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:

[3.14.1] Bahwa sebagai hukum dasar, UUD 1945 telah mengatur sedemikian
rupa tujuan yang hendak dicapai dengan membentuk negara Indonesia. Dalam
hal ini, Alinea IV Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Guna mencapai tujuan dimaksud, keuangan negara merupakan
salah satu faktor penting yang diatur dalam UUD 1945. Berkenaan dengan hal
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itu, Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Anggaran pendapatan dan belanja
negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap
tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Karena itu,
salah satu perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk
pengelolaan keuangan negara, adalah pelaksanaan pembangunan yang tepat
sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam
mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggung
jawab guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, diperlukan pengelolaan
keuangan negara yang profesional, terbuka dan bertanggung jawab agar tidak
terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Berangkat dari hal
tersebut, kehadiran lembaga pemeriksa keuangan negara menjadi sebuah
keniscayaan. Sebagaimana halnya hukum dasar negaranegara yang
menempatkan makna penting pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan
akuntabel, UUD 1945 pun telah mengatur keberadaan badan pemeriksa
keuangan yang bebas dan mandiri, serta terlepas dari pengaruh kekuasaan
lainnya yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan
negara.

[3.14.2] Bahwa aturan pokok yang mengatur mengenai perlunya dibentuk
Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara serta untuk mewujudkan pengelolaan negara yang tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, dan
transparan, serta bertanggung jawab, Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menyatakan,
“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”’. IThwal
pengelolaan dimaksud, diktum menimbang huruf a UU 15/2004 menyatakan
bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara,
keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, ekonomis, efisien, efektif, dan transparan, serta bertanggung jawab
dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Lebih lanjut, untuk
mewujudkan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud, perlu
dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Tidak hanya dalam UU
15/2004, semangat yang sama dipertegas kembali dalam diktum menimbang
huruf a dan huruf b UU 15/2006 yang menyatakan: a. bahwa keuangan negara
merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan
negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan
negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk tercapainya tujuan negara
sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri,
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dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

[3.14.3] Bahwa dari aturan tersebut sudah jelas tujuan utama dari dibentuknya
BPK adalah untuk meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka
untuk mendorong pengelolaan keuangan negara guna mencapai tujuan negara
dengan melakukan pemeriksaan yang berkualitas melalui proses identifikasi
masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan
profesional sesuai standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung
jawab Kkeuangan negara. Artinya, BPK merupakan garda terdepan dalam
mengawasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan
mengawal jalannya keuangan negara dan menutup kemungkinan terjadinya
korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan
Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang
mengelola keuangan negara (vide Pasal 6 UU 15/2006).

[3.14.4] Bahwa sebagaimana diatur dalam UU 15/2004, luas lingkup
pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan
pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan,
sedangkan pemeriksaan Kkinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi
serta pemeriksaan aspek efektifitas. Adapun PDTT adalah pemeriksaan yang
tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan Kinerja (vide
Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 dan Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006);

[3.14.5] Bahwa apabila diletakkan dalam konteks pemeriksaan tanggung jawab
pengelolaan keuangan negara, PDTT berupa pemeriksaan atas hal-hal lain yang
berkaitan dengan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan
kepatuhan dilakukan untuk mengevaluasi secara lebih mendalam kepatuhan
manajemen sektor publik dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan
kepadanya, yang belum diketahui dan tidak tercakup saat pemeriksaan
keuangan. Adapun pemeriksaan investigatif dilakukan untuk mengungkap
adanya indikasi Kkerugian negara. Dengan demikian, kewenangan PDTT
dimaksudkan memberi ruang kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan
secara lebih menyeluruh dan mendalam terhadap pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara, yang mungkin belum ditemukan adanya
kesalahan dan penyimpangan keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan,
yang dikenal dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian
Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan

5



Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maupun melalui Pemeriksaan Kinerja.
Melalui PDTT, BPK antara lain dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna
mengungkap adanya indikasi kerugian negara dan/atau bahkan unsur pidana.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, merujuk Penjelasan UU
15/2004, “pemeriksaan dengan tujuan tertentu” (PDTT), adalah pemeriksaan
yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan Kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah
pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan Kkeuangan dan
pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini dapat
dilakukan untuk memperjelas pembuktian ada atau tidaknya penyalahgunaan
keuangan negara atau tindak pidana korupsi guna menelisik kemungkinan
adanya Kkerugian keuangan negara (state loss), maka dalam batas penalaran
yang wajar, PDTT menjadi lebih fleksibel. Karena, tidak ada kriteria yang jelas
dan transparan yang dapat diketahui oleh institusi/lembaga yang diperiksa,
dibandingkan dengan “pemeriksaan keuangan” dan “pemeriksaan Kkinerja”. Oleh
karenanya, menjadi dapat dipahami jika terdapat pandangan bahwa
fleksibilitas tersebut membuka ruang kemungkinan terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of power) oleh BPK dalam melaksanakan tugasnya.
Kemungkinan tersebut pun dikemukakan para Pemohon dalam permohonan a
quo. Terlebih lagi, ditambahkan para Pemohon, terdapat fakta sejumlah instansi
yang telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) masih
memungkinkan dilakukan PDTT. Kemungkinan tersebut dapat terjadi karena
opini WTP dimaksud hanyalah mengenai tingkat kewajaran informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dengan mempertimbangkan
aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan
pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan
terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian
internal. Artinya, WTP bukanlah menjadi predikat pasti bahwa tidak terdapat
pelanggaran pengelolaan keuangan negara pada institusi/lembaga dimaksud,
karena yang dinilai hanyalah apakah laporan keuangan sudah disusun dengan
wajar. Oleh karena itu pemberian opini WTP atas laporan keuangan kepada
suatu institusi/lembaga tidak menutup kemungkinan dilakukannya PDTT
terhadap institusi/lembaga tersebut apabila dari hasil pemeriksaan keuangan
atau dari hasil pemeriksaan kinerja terdapat hal yang menurut BPK perlu untuk
diperiksa lebih lanjut termasuk untuk mengungkap adanya kerugian negara.

[3.16] Menimbang bahwa kemungkinan sebagaimana dikemukakan di atas pun
telah disadari oleh pembentuk undang-undang, sehingga untuk melakukan
PDTT, BPK diwajibkan menyusun standar pemeriksaan keuangan negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU 15/2006 dan Pasal 5 UU 15/2004.
Standar pemeriksaan yang dipergunakan oleh BPK saat ini adalah Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan melalui Peraturan
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Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (PBPK 1/2017). Penyempurnaan standar pemeriksaan
dilakukan secara berkesinambungan sesuai Kkebutuhan pelaksanaan
pemeriksaan BPK, dengan memerhatikan perkembangan teori pemeriksaan,
dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas,
serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah. Namun
demikian, karena PDTT merupakan pemeriksaan Khusus yang diperlukan jika
ditemukan adanya indikasi terjadinya Kerugian negara dengan tujuan
pemeriksaan untuk menemukan fakta dan bukti adanya indikasi terjadinya
kerugian negara, maka standar pemeriksaan sebagaimana dikemukakan di atas
dirasakan masih belum cukup. Dalam hal ini, untuk mencegah kemungkinan
penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau Kkesalahan dalam
menggunakan wewenang (misuse of power) dalam pengelolaan Kkeuangan
negara, Mahkamah perlu menekankan bahwa kemungkinan untuk bisa
dilakukannya PDTT terhadap suatu institusi/lembaga harus didasarkan pada
keputusan BPK sebagai suatu lembaga dan tidak diputuskan oleh orang per
orang baik oleh auditor maupun oleh seorang anggota BPK tetapi melalui
mekanisme yang harus diputuskan oleh BPK sebagai suatu lembaga yang
bersifat kolektif kolegial. Terlebih lagi, putusan secara institusional tersebut
harus diambil untuk PDTT bagi institusi/lembaga yang telah diberikan status
opini WTP oleh BPK. Dengan keputusan demikian, pada satu sisi, BPK menjadi
lebih berhati-hati dalam memberikan status opini WTP dan, di sisi lain, status
opini tertinggi tersebut tidak mudah tergerus oleh hasil pemeriksaan PDTT
yang dilakukan sebagai kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Sehingga
dengan demikian, sebagai salah satu bentuk pemeriksaan yang dimiliki BPK
dapat dilaksanakan untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab tentang
keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan keberadaan
PDTT sebagai salah satu bentuk pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab
keuangan negara dan sebelum sampai pada kesimpulan, dikarenakan kerugian
hak konstitusional para Pemohon belum ditentukan sebagaimana diuraikan
pada Paragraf [3.6] dan Paragraf [3.7] di atas, maka berdasarkan pertimbangan
Mahkamah terhadap substansi atau norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.14] sampai dengan Paragraf
[3.16] di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan
hukum para Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara
Indonesia yang berprofesi sebagai dosen pada perguruan tinggi (Pemohon I dan
Pemohon II) dan bergabung dalam organisasi Masyarakat Hukum Tata Negara
Muhammadiyah (MAHUTAMA), serta yang berstatus sebagai mahasiswa
(Pemohon III) apakah menderita kerugian hak konstitusional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 UU MK. Terhadap kedudukan hukum para Pemohon
tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
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[3.17.1] Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas, yang menjadi
lingkup pemeriksaan BPK adalah pemeriksaan keuangan negara meliputi
pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung
jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam rangka mengawal
jalannya keuangan negara dan menutup kemungkinan terjadinya korupsi dan
penyalahgunaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,
Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum,
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang
mengelola keuangan negara (vide UU 15/2004 dan UU 15/2006). Apabila dilihat
dari ruang lingkup pemeriksaan BPK tersebut sudah jelas adalah
institusi/lembaga yang mengelola keuangan negara yaitu Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Sedangkan, bila dilihat dari profesi/status para Pemohon yaitu dosen pada
perguruan tinggi dan mahasiswa yang tidak berkaitan dengan pengelolaan
keuangan negara yang merupakan ruang lingkup pemeriksaan BPK sehingga
tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan
kerugian konstitusional para Pemohon yang berprofesi/berstatus sebagai dosen
pada perguruan tinggi dan mahasiswa dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU
15/2004 dan Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 yang dimohonkan pengujian.
Sementara itu berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon Il yang menerangkan
dirinya sebagai pembayar pajak, menurut Mahkamabh, hal tersebut justru PDTT
memberikan perlindungan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai
pembayar pajak dan hal ini semakin menguatkan bahwa tidak ada hubungan
kausalitas antara anggapan kerugian Kkonstitusionalitas yang didalilkan
Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya norma a quo.

[3.17.2] Bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, yang
nyatanyata maupun potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang
yang dimohonkan pengujian adalah institusi/lembaga yang melaksanakan
pengelolaan keuangan negara sebagai ruang lingkup pemeriksaan BPK. Dengan
demikian, dalam kualifikasi para Pemohon sebagai dosen perguruan tinggi dan
Mahasiswa, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mengalami kerugian
hak konstitusional sehingga para Pemohon dalam kualifikasi ini, tidak
mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan a quo.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas
Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainyapun para Pemohon memiliki
kedudukan hukum, quod non, telah ternyata bahwa norma Undang-Undang yang
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dimohonkan pengujiannya masih diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai upaya untuk
menjaga agar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat
dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan secara tepat
dan benar. Oleh Kkarena itu permohonan para Pemohon tidak beralasan
menurut hukum.

AMAR PUTUSAN
Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2020 yang menyatakan permohonan Para
Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006
dan Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a
quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

A

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
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